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KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

TAHUN ANGGARAN po19 

DENGAN RAHMATTUHAN YArG MAHA E.{,A 
I 

BUPATI TEMANGGUNG, I 1, 
I \ a. bahwa dalam rangka pelr3-ksanaan . ketentuan Pasal 9 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 62 Tahun 2017 
I .'; I -· 

tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah serta 
'\ . '\ 

Pelaksanaan dan Perfanggungjawaban, Dana Operasional, 
besaran tunjangan komunikasi int'~r,rsif dan tunjangan reses 
bagi pimpinan DPRD dan ariggota DPRD serta dana 
operasional ketua DPRB dan wakil ketua DPRD ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah ; · 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun Anggaran 2019; ' 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

' Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 

\ TENTANG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR t TAHUN 2019 

y~ 
~~~ 

~." ~Ui&,~7 
,/\\~fe, 

·BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINS! JA WA TENG AH 

Mengingat 

Menimbang 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilari Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5650) 

6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2018 Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
96); 
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Pasal 3 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan Besaran Pendapatan Umum 
Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah 
Tahun 2019 adalah data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 2 

BAB II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. 
3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. 
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 

menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 
DPRD. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN 
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabubpaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 12); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalarh Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 maka: 
a. Jumlah Pendapatan Umum adalah sebesar Rpl.158.317.084.987,00 (satu 

triliun seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan 
puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah); 

b. Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebesar 
Rp624.728.822.078,00 (enam ratus dua empat milyar tujuh ratus dua puluh 
delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah); 

c. Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp533.588.262.909,00 (lima ratus 
tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam 
puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) clan termasuk dalam 
kelompok kemampuan keuangan daerah sedang. 

Pasal 5 

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah diatur sebagai berikut: 
a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) 

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; 
b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan 

Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan 
pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan 

c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan 
pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. 

Pasal 4 

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja 
gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 

(4) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana 
Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat (Dana 
Perimbangan), tidak termasuk Pendapatan Daerah pada kelompok 
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti dana Bagi Hasil 
Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus. 

(5) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, 
tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, 
tunjangan Pajak Penghasilan/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran 
Sadan Penyenggara Jaminan Sosial Kesehatan, iuran jaminan kecelakaan 
kerja/kematian, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan 
tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



SERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 1 

SUYONO 

< 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 
ASISTEN PEMERINTAHAN, 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 7 Januari 2019 

M. AL KHADZIQ 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 7 Januari 2019 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Pasal 6 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 


